MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : p. 36/Menhut—~II/ZOOB

TENTANG

IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DALAM HUTAN ALAM _
(IUPHHBK-HA) ATAU DALAM HUTAN TANAMAN (IUPHHBK-HT) PADA HUTAN

Menimbang :

Mengingat :

a.

PRODUKSI.

MENTERI KEHUTANAN,

bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 ayat (1)
huruf a dan huruf b, Peraturan Pemerintah- Nomor 6 Tahun 2007 Jo.
Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, diamanatkan untuk
mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHBK-HA) atau Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Tanaman
(IUPHHBK-HT) Pada Hutan Produksi;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kehutanan tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHBK-HA) atau Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Tanaman
(IUPHHBK-HT) Pada Hutan Produksi;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati dan Ekosistemnya;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Nomor

19 Tahun 2004;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerlntahan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan
- Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan jo.

Nomor 3 Tahun 2008;

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan

Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

8. Peraturan



8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang

~ Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Nomor 94 Tahun 2006;

9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan
Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 17 Tahun 2007;

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-11/2005 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor
P.15/Menhut-11/2008.

- MEMUTUSKAN :

Mgnetapkan . PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG IZIN USAHA

PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DALAM HUTAN
ALAM (IUPHHBK-HA) - ATAU DALAM HUTAN TANAMAN
(IUPHHBK-HT) PADA HUTAN PRODUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1.

2]

Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan
produksi yang selanjutnya disebut IUPHHBK-HA adalah izin usaha yang diberikan untuk
memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui
kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, penngamanan, dan pemasaran_hasil.

. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan

produksi yang selanjutnya disebut IUPHHBK-HT adalah izin usaha yang diberikan untuk
memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi

melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan
pemasaran hasil. ' :

. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan a!arﬁ antara lain berupa

pemanfaatan rotan, sagu, nipah, bambu, getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, serta
gaharu.

. Sistem budidaya hasil hutan bukan kayu adalah sistem teknik bercocok tanaman hasil

hutan bukan kayu mulai dari memilih benih atau bibit, menyemai, menanam,

memelihara tanaman dan memanen sehingga menjadi satu siklus tertutup sebagai
jaminan kelestarian hasil.

. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.
. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserani tugas dan tanggung jawab di

bidang Bina Produksi Kehutanar.

. Dinas Provinsi adalah Dines yang diserahi tugas dar tanggung jawab di bidang

kehutanan di wilayah Provinsi.

8. Dinas Kabupaten ...........



éfﬂtanan di wilayah Kabupaten/Kota.
al

_/Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi adalah Balai yang berada dibawah dan
- bertanggung jawab kepada DirekturJenderal Bina Produksi Kehutanan.

BABII .
PERSYARATAN PERMOHONAN

Pasal 2
Areal yang dapat dimohon IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT terletak pada hutan produksi.
Pasal 3

Yang dapat mengajukan permohonan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT adalah :
a. Perorangan,
b. Koperasi;

c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
d. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) Indonesia. :

- Pasal 4

Persyaratan permohonan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT :
a. Copy KTP untuk perorangan, atau akte pendirian Koperasi/Badan Usaha beserta

perubahan-perubahannya diutamakan bergerak di bidang usaha kehutanan/pertanian/
perkebunan;

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

c. Rekomendasi Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota apabila kewenangan pemberian izin
ada pada Menteri.

‘d. Rekomendasi  Bupati/Walikota apabila kewenangan pemberian izin ada pada
Gubernur. :

e. Rekomendasi Kepala Dinas Kabupaten/Kota apabila kewenangan pemberian izin ada
pada Bupati/Walikota.

e. Menyusun proyek proposal.

BAB III
PEMBERI IZIN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 5

(1) Pemberi IUPHHBK-HA adalah :
a. Bupati/Walikota, yang arealnya berada dalam wilayah Kabupaten/Kota;
b. Gubernur, yang arealnya berada pada lintas Kabupaten/Kota;
c. Menteri, yang arealnya berada pada lintas provinsi.

(2) Pemberi izin......






